
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Buntok Kelas  II yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  –  perkara  perdata  dalam  peradilan  tingkat  pertama,  menjatuhkan

putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara : 

ATIASI HARTALENI : Umur  32 (Tiga  puluh  dua)

tahun, tanggal lahir  15 Maret

1985, Jenis  Kelamin

Perempuan,  Kebangsaan

Indonesia,  Agama  Kristen

Protestan,  Pekerjaan Tenaga

Honorer,  Beralamat  di  Jalan

Ampah –  Muara Teweh Rt/Rw

012/004,  Kelurahan  Ampah

Kota,  Kecamatan  Dusun

Tengah,  Kabupaten  Barito

Timur,  Provinsi  Kalimantan

Tengah  yang  selanjutnya

disebut

sebagai…………….PENGGUGA

T;

M E L A W A N :

RENO ANTONIUS SUSANTO : Umur  27 (Dua  puluh  tujuh)

tahun, tanggal lahir  15 Maret

1990, Jenis Kelamin Laki – laki,

Kebangsaan Indonesia, Agama

Kristen  Protestan,  dahulu

beralamat  di  Desa  Ugang

Sayu,  Rt.  06  Rw.02,

Kecamatan  Gunung  Bintang

Awai,  Kabupaten  Barito

Selatan,  Provinsi  Kalimantan
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Tengah,  yang  selanjutnya

disebut  sebagai ………….

…..............TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut  ; 

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Buntok  kelas  II,

nomor 1/Pen.Pdt.G/2018/PN Bnt, tanggal 15 Januari 2018, tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;  

Telah  membaca  Penetapan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Buntok

Kelas  II,  nomor  1/Pdt.G/2018/PN  Bnt,  tanggal  15  Januari  2018, tentang

Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dalam perkara ini ; 

 Setelah mendengar keterangan dari pihak Penggugat ; 

Setelah memeriksa surat – surat bukti dan mendengar keterangan Saksi

– Saksi ; 

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  dengan  surat

gugatannya yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok kelas II,

tanggal  4  September  2017,  dalam  register  Nomor  :  6/Pdt.G/2017/PN  Bnt,

mengajukan gugatan yang isinya sebagai  berikut : 

1. Bahwa   Penggugat  dan  Tergugat   adalah    pasangan    suami    isteri 

yang   sah,   yang di sahkan melalui perkawinan oleh  Pdt. GUNEDI M.Div.

Berdasarkan kartu tanda nikah    No. 51/ BPH – MJ.GKE / APH/ X/2013, 

pada tanggal  7 Oktober 2013.  dan  berdasarkan  Kutipan akta perkawinan

nomor  :  6213-KW-31102013-0004,  pada tanggal  7  Oktober  2013,  yang 

dikeluarkan oleh  Kepala  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil

Kabupaten BaritoTimur ; 
2. Bahwa setelah  pernikahan Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  serumah

dirumah  orang  tua  penggugat  di  Ampah  Kecamatan  Dusun  tengah,

Kabupaten  Barito Timur, provinsi  Kalimantan tengah sampai  tahun 2017 ;
3. Bahwa  dari pernikahan  Penggugat dan Tergugat  belum dikarunia anak

;
4. Bahwa  setelah  menikah  Pengugat  dan  Tergugat  mulai  terjadi

perselisihan dan pertengkaran hal  ini  dikarenakan  oleh  Tergugat  sering

berjudi dan KDRT terhadap Penggugat ;
5. Bahwa   pertengkaran  antara Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

secara  terus  menerus  dan  setiap  pertengkaran  Tergugat  selalu  pulang
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ketempat  orang tuanya  baru  kembali  kerumah penggugat  jika  penggugat

yang  menjemputnya  atau  kedua  orang  tuanya  yang  mengantar  tergugat

pulang  kerumah  penggugat  atau  kondisi  tergugat  lagi  kehabisan  uang

karena berjudi baru tergugat pulang kerumah ;
6. Bahwa pada puncak pertengkaran terjadi  pada tanggal  11 mei  2017

dimana Tergugat pergi tengah malam meninggalkan surat dan cicin kawin ;
7. Bahwa pada tanggal  28 mei  2017 sekitar  pukul  16.00 wib,  sore hari

pertengkaran terjadi lagi dan tergugat telah memukul Penggugat, melempar

celana panjang kearah muka sampai mulut  penggugat bengkak kemudian

tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
8. Bahwa pada tanggal 31 juli 2017 tergugat pulang kerumah diatar oleh

mertua  (orang  tua  Tergugat)  Kemudian  pada  tanggal  11  agustus  2017 

tergugat pergi lagi dari rumah ;
9. Bahwa  pada  tanggal  11  Agustus  2017 tergugat  dan  penggugat

menginap dirumah orang tua tergugat di Ugang Sayu. Tergugat berbicara

dengan  penggugat mau  pinjam  ATM mau  mengambil  uang  sekalian  mau

pulang kerumah diAmpah sebentar untuk memberi makan anjing. Penggugat

saat  itu  percaya  dan  langsung  memberikan  ATM kepada  tergugat.  Akan

tetapi ditunggu-tunggu tergugat tidak juga datang sehingga malam itu hanya

penggugat sendirian yang menginap dirumah orang tua tergugat. Tergugat

baru pulang dan datang kerumah orang  tuanya pada pagi hari dengan naik

truck. Ternyata malam itu tergugat bukannya pergi kerumah di Ampah untuk

memberi  makan  anjing  melainkan  Tergugat  pergi  berjudi  dengan

menghabiskan uang dari ATM sebanyak Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah)

dan  menggadaikan  motor  kepada  orang  dari  Desa  Pamangka  sebesar

Rp.3.500.000,-  (Tiga  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).Atas  perbuatan  tergugat

tentu saja penggugat sangat marah dan pertengkaranpun terjadi ;
10. Bahwa  pada  tanggal  13  agustus  2017  sekitar  pukul  19.00  wib,

pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat kembali lagi terjadi.  Pada

saat itu tergugat tiba- tiba datang kerumah dalam keadaan marah-marah dan

langsung  masuk  kedalam  rumah dan  mendobrak  pintu  kamar  dan

mengambil semua pakaiannya kemudian dia bawa dan pergi lagi. Kemudian

selanjutnya  pada  tanggal  18  Desember  2017  pukul  13.00  wib,  tiba-  tiba

Tergugat  datang  lagi  menemui  Penggugat  kerumah  dengan  maksud

meminta  TV  dan  Pakaian  dan  meminta  kepada  Penggugat  untuk

mengambilkan uangnya yang sudah digunakan untuk membeli atap rumah

tetapi tidak di berikan oleh Penggugat ;
11. Bahwa   sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang Tergugat tidak pernah

lagi memberi nafkah lahir dan bathin dan atas sikap Tergugat  yang selalu
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bermain judi dan KDRT terhadap penggugat dan selalu  terjadi petengkaran

yang terus menerus disebabkan oleh kebiasan Tergugat yang senang berjudi

dengan  menghabiskan uang maka Penggugat merasa menderita dan tidak

sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
12. Bahwa oleh karena rumah tangga  Penggugat dan Tergugat yang sudah

tidak tinggal serumah lagi, menurut penggugat  tidak dapat diteruskan lagi,

karena selalu terjadi  pertengkaran   dan masing-masing pihak sudah tidak

menjalankan hak dan kewajibannya masing – masing sebagai  suami istri

yang sah ;
13. Bahwa untuk  mencegah hal  –  hal  yang  bermasalah  dengan hukum,

permasalahan antara Penggugat dan Tergugat  tidak dapat dibiarkan berlarut

– larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan

karenanya  merupakan  masalah  yang  perlu  diselesaikan  dengan  segera

sehingga harus diajukan gugatan perceraian sebagai salah satu penyebab

putusnya perkawinan ;
14. Bahwa  oleh  karenanya  antara   Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada  

harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan 

oleh lembaga perkawinan,  yaitu  suami isteri  wajib  saling cintai-mencintai,

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu

kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud ;

BERDASARKAN DALIL – DALIL, ALASAN – ALASAN DAN HAL – HAL

YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT

DIDALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM

PENGADILAN  NEGERI  BUNTOK  YANG  MEMERIKSA  PERKARA  INI

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan  sah  menurut  hukum  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  yang  disahkan  melalui  perkawinan  oleh  Pdt. GUNEDI  M.Div.

Berdasarkan  kartu  tanda  nikah    No.  51/  BPH  –  MJ.GKE  /  APH/

X/2013, pada  tanggal  7  Oktober  2013. dan  berdasarkan   Kutipan  akta

perkawinan  nomor  :  6213-KW-31102013-0004,  pada  tanggal  7  Oktober

2013,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan

Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan  kepada Panitera pengadilan Negeri   Buntok   kelas II

 atau Pejabat  yang ditujuk untuk itu  agar  menyampaikan  sehelai  salinan

putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Kantor  Dinas kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito Timur

 untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat  telah  terjadinya 
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perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  Buku Register Catatan

Sipil.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam

perkara ini ;       

S U B S I D A I R :

Mohon  Putusan  yang  seadil  –  adilnya  sesuai  dengan  perasaan  hukum

masyarakat (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang

sah,  meski  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  dengan  Relaas  Panggilan

Sidang nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Bnt, pada tanggal 19 Januari 2018, tanggal 30

Januari 2018, dan tanggal 06 Februari 2018, namun Tergugat tetap tidak hadir

di persidangan ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  menghadiri

persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak  3 (tiga)

kali, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak – haknya

untuk mengikuti persidangan di pengadilan yaitu untuk mendengarkan gugatan

Penggugat,  mengajukan  jawaban  atas  gugatan  Penggugat,  mendengarkan

replik Penggugat, mengajukan duplik, mengajukan Saksi – Saksi, mengajukan

kesimpulan dan lain sebagainya dan terhadap perkara ini akan diputus secara

verstek,  pemeriksaan  mana  dimulai  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang,  bahwa bukti  –  bukti  surat  yang diajukan oleh  Penggugat

antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Jemaat  GKE

AMPAH, Resort KARAU AMPAH, Nomor 51/BPH/MJGKE/APH/X/2013, pada

tanggal 7 Oktober 2013, yang diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor : 6213-KW-31102013-0004,

tertanggal  31  Oktober  2013,  untuk  Suami,  yang  dikeluarkan oleh  Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Barito  Timur,  yang

diberi tanda P-2 ; 

3. Fotocopy Kartu Keluarga, NIK : 6213051301140002, yang dikeluarkan

pada  tanggal  23  November  2015,  atas  nama  kepala  keluarga  RENO

ANTONIUS SUSANTO, yang diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Surat Perjanjian Kawin (Adat Dayak Ma’anyan), antara RENO

ANTONIUS  SUSANTO  dan  ATIASI  HARTALENI,  S.Pd.AUD,  yang diberi

tanda P-4 ;
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5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor : 6213-KW-31102013-0004,

tertanggal 31 Oktober 2013, untuk Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Barito  Timur,  yang  diberi

tanda P-5 ;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 6213055504850001, atas nama

ATIASI HARTALENI, yang diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-6

tersebut  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dipersidangan  sesuai

dengan aslinya ; 

Menimbang,  bahwa selain  mengajukan bukti – bukti surat  tersebut  di

atas,  Penggugat  di  persidangan telah pula mengajukan 2 (dua)  orang Saksi

guna memperkuat gugatannya, yang masing – masing bernama : 

1. Saksi  ELENA PATRANI, S.Pd, AUD,  di persidangan telah memberikan

keterangan  dengan  berjanji  menurut  Agama  Saksi,  yang  pada  pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Penggugat ada melakukan gugatan kepada Tergugat ;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  suami  dari  Penggugat  adalah  RENO

ANTONIUS SUSANTO ;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  melaksanakan  perkawinan  pada

tanggal 7 Oktober 2013 ;

- Bahwa perkawinannya dilaksanakan di  gereja  Sion Ampah dan yang

menikahkan Pendetan Gunedi ;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  serumah

ditempat orang tua Penggugat ;

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada

dikaruniai anak ;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi Penggugat  dan  Tergugat  apabila

bertengkar, Tergugat pergi dan itu Saksi lihat dan ketahui sendiri, serta

Penggugat dan Tergugat sering sekali cekcok rumah tangga ;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat diserati dengan pemukulan dan Tergugat sering berjudi ;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  Tergugat  setelah  bertengkar  dengan

Penggugat  biasanya pergi  bisa sampai  2  (dua)  minggu dan pernah 2

(dua) bulan pergi dan sekarang sudah tidak kumpul lagi ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan ;
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- Bahwa  apabila  bertengkar  Tergugat  selalu  pergi  tetapi  nanti  datang

kembali kerumah dan begitu terus, tetapi sekarang sudah tidak kumpul

lagi ;

- Bahwa  apabila  Penggugat  bertengkar  dengan  Tergugat  selalu  pergi

kerumah orang tuanya di Ugang Sayu ;

- Bahwa  pihak  Penggugat  sudah  pernah  memberikan  kesempatan

kepada Tergugat untuk berubah ;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias

dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah

- Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tercatat  kawin

digereja Kristen protestan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan, tetapi mereka lewat

perkenalan ;

- Bahwa  sebelum  Perkawinan  Penggugat  sudah  mengetahui  Tergugat

senang berjudi, tetapi kata ibu Penggugat biar saja, siapa tahu nantinya

akan berubah ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali didamaikan ;

- Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  secara  pasti  kapan  Penggugat  dan

Tergugat tidak serumah, tetapi pertengahan tahun 2017 masih serumah ;

- Bahwa  yang  menjadi  dasar  Penggugat  melakukan  gugatan  kepada

Tergugat karena tidak ada tanggung jawab Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi benar pernah terjadi pemukulan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak

keberatan ;

2. Saksi  ARDIANTO, di  persidangan  telah  memberikan  keterangan

dengan berjanji menurut Agama Saksi, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan Penggugat terhadap Tergugat ;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  Reno  Antonius  Susanto  adalah  suami

Penggugat ;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  melangsungkan  perkawinannya

diGereja Sion Ampah pada tanggal 7 Oktober 2013 oleh Pendeta Gunedi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat  dan Tergugat  tinggal  serumah di

tempat orang tua Penggugat ;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  saat  ini  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

tinggal serumah lagi ;
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- Bahwa Saksi  sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan

katanya juga pernah memukul dan main judi ;

- Bahwa Saksi  mengetahui  Penggugat  dan Tergugat  sering bertengkar

karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi,

Tergugat sekarang tinggal dirumahnya di Ugang Sayu ;

- Bahwa Saksi  kenal  dengan  Tergugat  karena  dulu  berteman sama –

sama bekerja di perusahaan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberikan kesempatan

untuk berdamai ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak

keberatan ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menyatakan  tidak  ada  lagi  yang  perlu

disampaikan lagi  di  persidangan, sehingga Majelis Hakim menyatakan cukup

untuk  pemeriksaan  persidangan  dan  selanjutnya  Majelis  Hakim  memberikan

kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan, dan Penggugat

menyatakan  tidak  akan mengajukan kesimpulan  dan  tetap pada gugatannya

serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu

yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  yang  tidak  termuat  dalam

putusan ini dianggap selengkapnya telah termuat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang terurai di atas ;            

Menimbang,  bahwa Tergugat  di  persidangan  tidak  hadir  tanpa  alasan

yang  sah  dan  Tergugat  tidak  pula  menyuruh  kuasa  atau  orang  lain  untuk

menghadap sebagai  wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil  secara sah

dan patut dengan Relaas Panggilan Sidang nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Bnt, pada

tanggal  19 Januari  2018,  tanggal  30 Januari  2018,  dan tanggal  06 Februari

2018, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan ; 

Menimbang,  bahwa karena Tergugat  di  persidangan tidak  hadir  tanpa

alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk

menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun

Tergugat  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  sesuai  dengan  prosedur

pemanggilan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang  –

undangan  yang  berlaku,  maka  cukup  beralasan  Tergugat  dinilai  telah
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melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga

berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg putusan dalam perkara in casu dijatuhkan

di luar kehadiran Tergugat (Verstek) ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Gugatan  ini  adalah  mengenai

perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan – ketentuan

dalam  Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  Tentang

Perkawinan dan Peraturan – peraturan lain yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan tersebut

di  atas,  perkawinan  adalah  kekal  dan  abadi  namun  Pasal  19  Peraturan

Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa

perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan – alasan yang

ditentukan dalam Pasal tersebut, Penggugat dalam dalil – dalil gugatannya pada

pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang

sah,  yang  di  sahkan  melalui  perkawinan  oleh  Pdt.  GUNEDI  M.Div.

Berdasarkan kartu tanda nikah    No. 51/ BPH – MJ.GKE / APH/ X/2013, 

pada tanggal  7 Oktober 2013.  dan  berdasarkan  Kutipan akta perkawinan

nomor  :  6213-KW-31102013-0004,  pada tanggal  7  Oktober  2013,  yang 

dikeluarkan oleh  Kepala  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil

Kabupaten BaritoTimur ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang

disebabkan karena kebiasaan Tergugat  yang sering bermain judi.  Puncak

pertengkaran  terjadi  pada  tanggal  11  mei  2017  dimana  Tergugat  pergi

tengah malam meninggalkan surat dan cincin kawin ;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  –  dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan fotocopy surat – surat yang telah diberi meterai

secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di  persidangan dan diberi  tanda

bukti  P-1  sampai  dengan  bukti  P-6  yang  telah  diberi  materai  secukupnya,

sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah di persidangan ; 

 Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti

–  bukti  surat  dan  Saksi  –  Saksi  dari  Penggugat,  maka  yang  menjadi

permasalahan  pokok  dalam perkara  a  quo  adalah  Penggugat  dan  Tergugat

sebagai  suami  –  isteri  sudah  tidak  kumpul  lagi  dalam  satu  rumah,  hal  ini

disebabkan  oleh  karena  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak bisa berjalan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang
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tidak  bisa  didamaikan  lagi  yang  disebabkan  oleh  kebiasaan  Tergugat  yang

sering bermain judi ;  

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan

utama  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  adalah  perihal  perkawinan,  apakah

antara  Penggugat  dan  Tergugat  benar  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah

menurut hukum ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menyatakan,  suatu perkawinan dinyatakan sah,

apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing – masing agamanya  dan

kepercayaannya ;

Menimbang,  bahwa dari  bukti  P-1  berupa  Fotocopy Buku Nikah yang

dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE AMPAH, Resort KARAU AMPAH, Nomor

51/BPH/MJGKE/APH/X/2013, pada tanggal 7 Oktober 2013, bukti P-2 berupa

Fotocopy  Kutipan  Akta  Perkawinan,  nomor  :  6213-KW-31102013-0004,

tertanggal 31 Oktober 2013, untuk Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito  Timur,  dan  bukti  P-5

berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor : 6213-KW-31102013-0004,

tertanggal  31 Oktober 2013, untuk Istri,  yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito  Timur, serta

dihubungkan  pula  dengan  keterangan  Saksi – Saksi yang  diajukan  oleh

Penggugat  yaitu  Saksi  ELENA PATRANI,  S.Pd,  AUD dan  Saksi  ARDIANTO,

ternyata  benar  Penggugat  dan Tergugat  telah melangsungkan perkawinan  di

Gereja Sion Ampah, pada tanggal  7 Oktober 2013 dan telah pula dicatatkan

pada Kantor  Catatan Sipil  di  Kabupaten Barito  Timur,  sehingga berdasarkan

Pasal  2  ayat  (1)  Undang – undang Perkawinan,  bahwa  perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  permasalahan  pokok  dalam  gugatan

Penggugat, yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami – isteri

sering  terjadi  pertengkaran,  sehingga  akhirnya  Penggugat  merasa  rumah

tangganya  bersama  Tergugat  tidak  dapat  dipertahankan,  oleh  karenanya

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang,  bahwa  untuk  memutuskan  suatu  perkawinan  dengan

perceraian,  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan – alasan

tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan,  adanya  pihak  yang
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meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah

satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih,  salah satu

pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat

menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami  atau  isteri  dan  atau  terjadi

pertengkaran yang terus – menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal

19  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan) ; 

Menimbang,  bahwa  didalam  posita  gugatannya,  Penggugat  telah

mendalilkan  bahwa  didalam  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering berjudi ;

Menimbang,  bahwa  dalam  perceraian  tidak  perlu  pula  dilihat  dari

siapa  penyebab  perselisihan/  kesalahfahaman/  percekcokan  atau  salah

satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu

dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan

atau  tidak  (vide  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  R.I  Nomor  :  534

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;  

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi ELENA PATRIANI, S.pd. AUD

dan Saksi ARDIANTO, bahwa Penggugat sudah tidak bertempat tinggal satu

rumah  lagi  dengan  Tergugat  karena  sering  terjadi  pertengkaran  yang  terus

menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  disebabkan  oleh  Tergugat

senang  bermain  judi  dan  sekarang  Tergugat  sudah  pergi  dari  rumah  dan

meninggalkan Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  menurut  hemat  Majelis  Hakim,  walaupun  dari

keterangan Saksi – Saksi Penggugat terungkap jelas/ nyata adanya perselisihan

– perselisihan/ pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi dan

tidak ada komunikasi yang terjalin, dan saling jalan sendiri – sendiri, Penggugat

tidak  pernah  lagi  datang  menemui  Tergugat  begitu  juga  sebaliknya,  dan

sekarang pun Tergugat sudah tinggal  dirumah orang tuanya di  Ugang Sayu,

maka  menurut  Majelis  Hakim  adalah  merupakan  fakta  adanya  perselisihan/

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan mendasarkan pula

pada  Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354

K/Pdt/2001, yang kaedah hukumnya berbunyi “suami istri yang telah pisah
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tempat tinggal  dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta

adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk

hidup rukun dalam rumah tangga” ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi  ELENA PATRANI,

S.Pd, AUD dan Saksi ARDIANTO, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tetap tidak berhasil,

sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana  yang telah  digariskan  dalam  Pasal

1  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa ;

Menimbang,  bahwa  atas  dasar  pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim

berpendapat, perselisihan – perselisihan/ pertengkaran – pertengkaran antara

Penggugat  dan Tergugat  t  i  d  a  k dapat  didamaikan lagi,  dengan demikian

antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangganya ; 

Menimbang, bahwa oleh karena hal – hal tersebut diatas, maka Majelis

Hakim  berpendapat  petitum  angka  2,  yang  meminta  agar  perkawinan

Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang,  bahwa  sebagai  konsekuensi  logis  dari  dikabulkannya

petitum  angka  2 gugatan  Penggugat,  maka  untuk  memenuhi  ketentuan

Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor :  9  Tahun  1975 tentang

Pelaksanaan  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan

Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian

dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Barito  Timur

melalui  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan untuk  mencatat  peristiwa  perceraian  tersebut  dimana  tempat

perkawinan  tersebut  dilakukan  agar  putusan  perceraian  tersebut  dapat

didaftarkan (lihat : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

1020  K/Pdt/1986  tertanggal  29  September  1987).  Dengan  demikian  petitum

gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti

dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak  yang kalah dan
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haruslah dihukum untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini,

oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,  angka 3 dan angka 4

gugatan telah dikabulkan, maka mengenai petitum angka 1 gugatan Penggugat

yang  memohon agar  Majelis  Hakim mengabulkan gugatan  Penggugat  untuk

seluruhnya, beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan

yang diajukan oleh  Penggugat,  maka Pengadilan  akan memperbaiki  petitum

gugatan  Penggugat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Hukum  Acara

Perdata yang berlaku ; 

Mengingat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9

Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang  Perkawinan, serta  peraturan  perundang – undangan lain  yang

bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut

untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir tanpa alasan

yang sah menurut hukum ;

2. Memutus perkara ini dengan diluar hadirnya Tergugat (verstek) ;

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

4. Menyatakan  bahwa perkawinan antara Penggugat  dan Tergugat yang

telah  dilangsungkan  di  Gereja  Sion  Ampah, menurut  Agama  Kristen

Protestan, pada tanggal  7 Oktober 2013, serta telah pula dicatatkan pada

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan,

pada  tanggal  31  Oktober  2013,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Perkawinan

Nomor  : 6213-KW-31102013-0004, dinyatakan  putus  karena  perceraian

dengan segala akibat hukumnya ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau

Pejabat  yang  ditunjuk  untuk  menyampaikan  sehelai  salinan  putusan

perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Barito  Timur melalui

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan,

guna mencatat tentang perceraian ini ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 913.000,-

(Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ;
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Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018,

oleh  kami, PRADITIA  DANINDRA,  S.H.,  M.H,  sebagai Hakim  Ketua,

AGUSTINUS,  S.H., dan  JOHN RICARDO,  S.H.,   masing – masing sebagai

Hakim  Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Buntok Kelas II, Nomor : 1/Pen.Pdt.G/2018/PN Bnt., tanggal 15 Januari

2018,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  persidangan  terbuka  untuk  umum

pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

oleh BUDIYAN NOOR, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

AGUSTINUS, S.H.

HAKIM  KETUA MAJELIS,

PRADITIA DANINDRA, S.H.,

M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDIYAN NOOR, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bnt

Biaya Pendaftaran : Rp      30.000,-
Biaya ATK : Rp      50.000,-
Biaya Panggilan : Rp    822.000,-
Materai : Rp        6.000,-
Redaksi : Rp        5.000,-

JUMLAH : Rp    913.000,-
(Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)
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